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RIZKY AMALIA (B111 12 167), Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli 
Rumah Tinggal di Perumahan Taman Gosyen Indah Perintis Antara 
PT Famika Raya dan Pihak User di Kota Makassar. Dibimbing oleh 
Anwar Borahima (Pembimbing I) dan Winner Sitorus (Pembimbing II). 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan hukum pembayaran 
uang panjar oleh pihak user kepada PT Famika Raya apabila 
pembangunan dialihkan dari developer lama ke developer baru  dan 
upaya hukum yang dilakukan oleh pihak user kepada PT Famika Raya 
atas perjanjian jual beli rumah tinggal di Perumahan Taman Gosyen Indah 
Perintis Kota Makassar. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Taman Gosyen Indah 
Perintis, Kota Makassar. Penelitian ini bersifat empiris.  Data  diperoleh 
melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada  pihak-pihak yang 
terkait.  Selain itu, dilakukan juga penelitian kepustakaan melalui 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, 
data dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara 
deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat kekuatan 
mengikat pembayaran uang panjar apabila pembangunan dialihkan dari 
developer lama ke developer baru, yaitu tetap mengikat developer baru 
karena pada posisi ini developer baru hanya menggantikan developer 
lama tanpa adanya perubahan isi perjanjian sehingga perjanjian awal 
antara developer lama dan user tetap berlaku bagi developer baru dan (2) 
perlindungan hukum bagi user atas tindakan developer lama,  yaitu user 
dapat melaporkan tindakan tersebut ke Pengadilan Negeri. 






RIZKY AMALIA (B111 12 167), Legal Analysis Residential House of 
Sale and Purchase Agreement in Taman Gosyen Indah Perintis 
Housing between PT Famika Raya and User In the City of Makassar 
advised by Anwar Borahima (adviser I) dan Winner Sitorus (adviser 
II). 
 This study aims to determine the legal power of down-payment by 
user to PT Famika Raya if development redirected by old developer to 
new developer and legal effort that user do to PT Famika Raya on sale 
and purchase agreement of residential house in Taman Gosyen Indah 
Perintis housing at Makassar city.       
 This research was conducted in Taman Gosyen Indah Perintis 
Housing, City of Makassar. This research is empirical.  Data was obtained 
through interviews and  distributing questionnaires to related parties.  
Moreover, the data also done by literature research through official 
documents, books, research results, laws, and regulations related to the 
research topic. Furthermore, the data were analyzed qualitatively and then 
presented descriptively. 
 The research results showed that: (1) there is a binding force of 
down payment if development redirected by old developer to new 
developer, which remains binding the new developer because in this 
position, the new developer only replace the old developer without a 
change in the content of the agreement so that the preliminary agreement 
between old developer and the user remain valid for new developer and 
(2) legal protection for the user of old developer behavior, which is the 
user can report it to the Court.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sedang 
melakukan proses pembangunan pada berbagai aspek kehidupan, yakni 
aspek hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan 
keamanan. Hal tersebut bertujuan memberikan kehidupan yang layak, 
menyejahterakan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 
bermukim di Kota Makassar dan sekitarnya. Salah satu yang menjadi 
kajian menarik adalah mengenai aspek hukum yang terkait dengan bidang 
ekonomi, khususnya bisnis pembangunan sarana dan prasarana 
perumahan.  
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut 
UU Perumahan) ditentukan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah 
sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil 
upaya pemenuhan rumah yang layak huni.1 Adapun, pengertian 
permukiman dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 5 UU Perumahan yang 
menentukan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup 
yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, 
                                                          
1 Lihat Pasal 1 Poin 1 UU Perumahan. 
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sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi 
lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.2 
Masyarakat yang bermukim di Kota Makassar memiliki taraf kehidupan 
yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, 
menengah, dan ada pula yang berpenghasilan rendah. Tentu saja 
kebutuhan akan rumah tinggal pun berbeda-beda sesuai dengan taraf 
penghasilan ekonomi yang dimilikinya. Kebutuhan akan rumah tinggal 
merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok karena rumah 
merupakan tempat tinggal sebagai tempat berteduh yang menahan terik 
matahari dan hujan serta tempat beristirahat yang diidam-idamkan setiap 
orang. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
akan rumah tinggal yang layak huni dengan berusaha sedemikian rupa 
untuk mencari dan mengumpulkan biaya untuk membeli rumah tinggal 
tersebut. 
Adanya permintaan akan rumah yang layak huni ini merupakan lahan 
bisnis bagi pelaku usaha selaku developer (pengembang). Secara  umum, 
developer (pengembang) dapat diartikan sebagai perusahaan 
pembangunan perumahan. Adapun perusahaan pembangunan 
perumahan terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai 
Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan 
(Selanjutnya disebut Permendagri No. 5/1974) yaitu suatu perusahaan 
                                                          
2 Lihat Pasal 1 Poin 5 UU Perumahan. 
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yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis 
dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang merupakan satu 
kesatuan lingkungan permukiman, dilengkapi dengan prasarana-
prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh 
masyarakat penghuninya.3 Masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan 
lebih mudah melalui developer karena cukup dengan membayar uang 
sesuai dengan harga yang telah disepakati dan selanjutnya developer-lah 
yang akan melanjutkan proses pembuatan rumah hingga selesai. Oleh 
karena itulah, banyak masyarakat yang tertarik untuk mengadakan 
perjanjian jual beli rumah dengan pihak developer. Dengan adanya 
perjanjian di antara mereka, maka sesuai dengan asas iktikad baik yang 
dianut dalam hukum perjanjian para pihak diwajibkan untuk melaksanakan 
perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang 
ada. Hal mengenai iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Suatu perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik”. Selain itu, iktikad baik juga diatur 
dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 
Perlindungan Konsumen) mengenai kewajiban konsumen dan pelaku 
usaha, salah satunya yaitu beriktikad baik dalam transaksi pembelian 
barang atau jasa/melakukan kegiatan usahanya. Dengan adanya aturan 
tersebut maka setiap pelaksanaan perjanjian, para pihak diwajibkan untuk 
                                                          
3 Lihat Pasal 5 Ayat (1) Permendagri No. 5/1974. 
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melaksanakan dengan iktikad baik. Namun, pada kenyataannya, masih 
terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dengan iktikad 
baik, dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah 
disepakati dalam perjanjian. Salah satunya yaitu perjanjian jual beli antara 
PT Famika Raya selaku developer dan pihak user. 
Pada kasus tersebut pihak PT Famika Raya membuat perjanjian jual 
beli rumah dengan pihak user. Tujuh tahun yang lalu, user melakukan 
pembayaran untuk pembelian rumah tinggal yang ditawarkan oleh PT 
Famika Raya pada sebuah pameran rumah tinggal yang berlokasi di salah 
satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar. User memesan rumah tipe 45 
di perumahan Taman Gosyen Perintis dengan harga 270 juta rupiah, dan 
membayar panjar sebesar 105 juta rupiah. Pihak PT Famika Raya 
tersebut menjanjikan bahwa rumah akan secepatnya dibangun dan akan 
selesai dalam waktu enam bulan. Setelah enam bulan, ternyata proses 
pengerjaan rumah tersebut belum selesai, hanya pondasi rumah tersebut 
yang dibangun. Setelah satu tahun pembayaran angsuran, masih belum 
ada perkembangan terhadap pembangunan rumah tersebut dan tetap 
tidak dapat dilakukan akad kredit. Begitu seterusnya sampai memasuki 
waktu dua tahun setelah pembayaran uang panjar. Perkembangan 
pembangunan rumah tersebut hanya sampai pada pemasangan atap 
rumah dan belum dapat dilakukan akad kredit kepemilikan rumah (KPR) 
dengan alasan bahwa pihaknya sedang menunggu nomor induk bidang 
dari Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN). Memasuki 
5 
 
tahun ketiga, secara rutin setiap tiga bulan user mendatangi kantor PT 
Famika untuk menanyakan perihal pembangunan rumah tetapi pihak PT 
Famika Raya selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu pihaknya 
sedang menunggu nomor induk bidang dari BPN yang tidak kunjung 
keluar. Empat tahun setelah pembayaran uang panjar user menerima 
kabar bahwa rumah objek jual beli antara user dengan PT Famika Raya 
telah dipasangi dengan police line (garis polisi) beserta papan 
pengumuman yang bertuliskan “Tanah Ini dalam Penyitaan Bareskrim 
Polda Sul-Sel”. User selanjutnya mendatangi kantor PT Famika Raya 
untuk meminta konfirmasi tetapi pihak developer tersebut sangat sulit 
untuk ditemui. Hingga kurang lebih 7 tahun sejak pembayaran uang 
panjar, user tidak pernah diberi penjelasan penyebab pasti rumah tidak di-
KPR-kan dan penyebab nomor induk bidang dari BPN tidak dapat keluar. 
Bahkan, pihak developer kembali ingin berbuat curang. Modus 
operandinya adalah perumahan tersebut akan dijual ke developer lain 
dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga semula. Contohnya rumah 
tipe 45 dengan uang panjar sebesar 54 juta sampai 105 juta rupiah yang 
harganya sebesar 270 juta rupiah pada tujuh tahun lalu, ternyata pihak 
developer menawarkan kepada developer lain dengan harga 500 juta 
rupiah. Maka, hal ini akan menimbulkan masalah baru karena user akan 
dipaksa membeli rumah tersebut dengan harga di atas 500 juta rupiah 
oleh developer yang baru karena developer baru tersebut tentu ingin 
meraup keuntungan juga. Hal itu jelas-jelas sangat merugikan user karena 
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uang panjar telah diambil oleh developer sejak tujuh tahun yang lalu dan 
user harus membayar rumah tersebut dengan harga lebih tinggi akibat 
peralihan developer lama ke developer yang baru. Hal tersebut 
menimbulkan ketidakadilan jika user dibebani dengan harga yang jauh 
lebih mahal dan melanggar kesepakatan harga semula. Berdasarkan 
uraian kasus di atas, isu hukum dalam penelitian ini adalah kekuatan 
mengikat pembayaran uang panjar oleh pihak user kepada PT Famika 
Raya apabila pembangunan dialihkan dari developer lama ke developer 
baru dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak user kepada PT Famika 
Raya atas perjanjian jual beli rumah tinggal di Perumahan Taman Gosyen 
Indah Perintis Kota Makassar. 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan uraian isu hukum di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kekuatan mengikat pembayaran uang panjar oleh pihak 
user kepada PT Famika Raya apabila pembangunan dialihkan dari 
developer lama ke developer baru? 
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak user 
kepada PT Famika Raya atas perjanjian jual beli rumah tinggal di 





C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembayaran uang panjar oleh 
pihak user kepada PT Famika Raya apabila pembangunan 
dialihkan dari developer lama ke developer baru. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pihak user 
kepada PT Famika Raya atas perjanjian jual beli rumah tinggal di 
Perumahan Taman Gosyen Indah Perintis Kota Makassar. 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat ilmiah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan,  
khususnya yang berhubungan dengan perjanjian jual beli rumah 
tinggal. Selain itu, dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti 
yang  akan meneliti lebih luas masalah tersebut. 
2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi sehubungan dengan perjanjian jual beli rumah tinggal di 
perumahan Taman Gosyen Indah Perintis oleh PT Famika Raya 








A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Rumah Tinggal 
1. Pengertian Pada Umumnya  
a. Pengertian Perjanjian  
Istilah perjanjian disebut dengan persetujuan. Perjanjian berasal dari 
bahasa Belanda “overeenkomst” dan dari bahasa Inggris “agreement”.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), 
perjanjian adalah:4 
a) persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua 
pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa 
yang tersebut dalam persetujuan itu; 
b) syarat; 
c) tenggang waktu;  
d) tempo; 
e) persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang 
keamanan, perdagangan, dan sebagainya; 
f) persetujuan antara dua orang atau lebih  dalam bentuk tertulis 
yang dibubuhi materai yang meliputi hak dan kewajiban timbal 
balik dan tiap-tiap pihak menerima tembusan perjanjian itu 
sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu. 
                                                          
4 Lihat KBBI. 
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Selanjutnya, Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan 
antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu.5 Adapun, 
perjanjian yang dilakukan secara tertulis disebut sebagai kontrak. 
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih.6 Perjanjian tidak dapat terjadi jika tidak 
ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan 
ditandai dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Atau 
dengan kata lain, penawaran yang diberikan oleh pihak yang satu diterima 
oleh pihak lain.  
Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum 
antara lain  sebagai berikut. 
Menurut Sri Soedewi dan Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum, yakni seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang 
lain atau lebih.7 Selanjutnya, menurut Yahya bahwa perjanjian adalah 
hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang 
atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak 
lain tentang suatu prestasi.8 Selanjutnya, menurut Subekti, pengertian 
perjanjian adalah suatu peristiwa berupa seseorang berjanji kepada orang 
lain, yaitu dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal 
                                                          
5 Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 89. 
6 Lihat Pasal 1338 KUH Perdata. 
7 Sri Soedewi dan Sofyan Masjchoen, 1982, Hukum Perjanjian, Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, hlm. 8. 
8 Yahya M. Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 6. 
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berdasarkan peristiwa yang  menimbulkan suatu hubungan perikatan.9  
Definisi yang hampir serupa mengenai perjanjian juga dikemukakan oleh 
Satrio. Pakar tersebut mengemukakan bahwa “perjanjian adalah peristiwa 
yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban 
antara dua pihak. Atau dengan kata lain, perjanjian berisi perikatan”.10 
Adapun, Wirjono menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu 
perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak, yakni salah satu 
pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, 
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.11 
Menurut Syahmin, perjanjian dalam bentuknya adalah berupa suatu 
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik 
lisan atau tertulis.12 Adapun, Ahmadi Miru tidak membedakan antara 
kontrak dan perjanjian sehingga antara kontrak dan perjanjian 
dipergunakan dengan makna yang sama. Pembagian antara hukum 
kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam KUH Perdata karena 
KUH Perdata hanya mengenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan 
perikatan yang lahir dari undang-undang. Kontrak atau perjanjian adalah 
suatu peristiwa hukum, yakni seseorang berjanji kepada orang lain atau 
                                                          
9  Subekti, Op. Cit., hlm. 123. 
10 Satrio, 1995, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 5. 
11 Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan 
Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 11. 
12 Syahmin Has, 2006, Hukum Kontrak Internasional, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 140. 
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dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu.13 
Namun, sebagian kalangan masyarakat ada yang beranggapan bahwa 
perjanjian dan perikatan itu sama. Padahal keduanya memiliki persamaan 
dan perbedaan. Adapun persamaan antara perjanjian dan perikatan, yaitu 
pihak-pihak yang melakukannya,  baik perjanjian maupun perikatan sama-
sama berada dalam lingkup harta kekayaan. Terdapat pula perbedaan 
antara perjanjian dan perikatan, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum yang bersifat konkret dan terdapat dalam Pasal 1313 KUH 
Perdata, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat 
abstrak dan hanya terdapat dalam Ilmu pengetahuan khususnya dalam 
hukum-hukum perjanjian.  
b. Asas-Asas Perjanjian 
Sebelum melakukan perjanjian, pihak pertama dan pihak kedua perlu  
menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki agar  
dapat  mengikat kedua belah pihak, sebagaimana yang telah diatur dalam  
asas-asas  perjanjian sebagai berikut:14  
a. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan 
kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena 
maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah 
pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai 
                                                          
13 Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 12. 
14 Ibid, hlm. 3-7. 
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kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu 
belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan 
tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban 
bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah 
bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi 
semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak 
konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak 
berlaku. 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 
sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh 
sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula 
ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang 
menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak 
memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas 
dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: 
1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 
tidak; 
2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 
3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; 
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4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 
5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin 
kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga 
dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang 
mengatur sehingga para pihak dengan menyimpanginya 
(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang 
sifatnya memaksa. 
c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi 
kontrak tersebut karena kontrak tersebut tersebut mengandung janji-janji 
yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana 
mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 
(1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
d. Asas Iktikad Baik 
Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam 
hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 
1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 
Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan 
tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan 
kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori 
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kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam 
perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah 
pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang 
dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih 
lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat 
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing 
calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan 
penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum 
menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh 
perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan 
iktikad baik. 
Di Jerman, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa apabila 
ditetapkan syarat-syarat umum mengenai perjanjian, kebebasan 
berkontrak dianggap ada sejauh kebebasan ini mengenai isi perjanjian 
menurut ukurannya sendiri, yaitu berdasarkan iktikad baik dengan 
kewajiban untuk memerhatikan kepentingan-kepentingan pihak lawan 
dalam perjanjian pada awal penyusunan syarat-syarat perjanjian itu. 
Apabila satu pihak hanya mengajukan kepentingan-kepentingan sendiri, ia 
menyalahgunakan kebebasan dalam membuat perjanjian. Kedua 
keputusan tersebut menunjukkan bahwa iktikad baik menguasai para 
pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memerhatikan 
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. 
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Putusan pengadilan Inggris menyatakan bahwa apabila orang 
memiliki pengetahuan khusus (ahli) memberikan keterangan kepada pihak 
lain dengan maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian 
dengannya, dia wajib untuk berhati-hati bahwa keterangan-keterangannya 
adalah benar dan dapat dipercaya, juga terkait dengan iktikad baik. 
Asas sikap berhati-hati tersebut merupakan perkembangan asas 
iktikad baik. Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut 
dapat disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, 
kewajiban untuk memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi 
kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam 
pelaksanaan perjanjian, kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan, 
kewajiban untuk memelihara mesin-mesin yang dipakai, dan sebagainya. 
Rumusan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan hubungannya 
dengan kewajiban berhati-hati di luar perjanjian serta untuk mencegah 
kesalahpahaman tentang pengertian iktikad baik. 
Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan 
pada tahap pra perjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada 
pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu 
dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. 
c. Syarat Sahnya Perjanjian 
Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih 
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ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:15 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; dan 
d. Suatu sebab yang halal. 
Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang 
berkembang, digolongkan ke dalam:16 
a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang 
mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan 
b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan 
objek perjanjian (unsur objektif). 
Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 
dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 
melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan 
dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan 
kausa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan 
tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan 
menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur 
tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut 
diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika 
terdapat pelanggaran  terhadap unsur subjektif), maupun batal demi 
                                                          
15 Ibid, hlm. 13. 
16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93-94. 
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hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian 
bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan 
pelaksanaannya.17 
Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian adalah 
sebagai berikut:18 
a. Kesepakatan 
Pasal 1320 KUH Perdata syarat 1 mensyaratkan adanya 
kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan perjanjian. 
Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling 
menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian 
atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan 
pernyataan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus 
dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal 
lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.  
Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak 
dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. 
Penawaran (aanbod;offerte;offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak 
yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup 
esensialia perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan 
(aanvarding; acceptatie;acceptance) merupakan pernyataan setuju dari 
pihak lain yang ditawari. 
 
                                                          
17 Ibid, hlm. 94. 




Kecakapan (bekwaamheid-capacity) yang dimaksud dalam Pasal 
1320 KUH Perdata syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan 
perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 
diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara 
mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. 
Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari 
standar, berikut ini:19 
1) Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan 
(meerderjarig); dan 
2) Rechtpersoon (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan 
(bevoegheid). 
c. Suatu Hal Tertentu 
Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald 
onderwerp) dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat 3, adalah prestasi 
yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk 
memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi 
kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan 
sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi 
hukum). Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk 




dari substansi Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata, sebagai 
berikut:20 
1) Pasal 1332 KUH Perdata menegaskan bahwa hanya barang 
yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok 
perjanjian. 
2) Pasal 1333 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian 
harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling 
sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, 
asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
3) Pasal 1334 KUH Perdata menegaskan bahwa barang yang 
baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok 
suatu perjanjian. 
4) Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu 
warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta 
diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun 
dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan 
warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak 
mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 178. 
Substansi Pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bahwa 
dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau objek tertentu. Hal ini 
dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak (prestasi) dapat 
dilaksanakan oleh para pihak. Bahwa “tertentu” tidak harus dalam artian 




gramatikal dan sempit harus sudah ada ketika kontrak dibuat, adalah 
dimungkinkan untuk hal atau objek tertentu tersebut sekedar ditentukan 
jenis, sedang mengenai jumlah dapat ditentukan dikemudian hari. Dalam 
praktik hal ini sering dilakukan, misal dalam transaksi komoditas 
berjangka, pembelian melalui sistem panjar (untuk hasil pertanian). 
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa dalam KUH Perdata 
Belanda yang baru (NBW) tidak lagi mengatur syarat hal tertentu (een 
bepaald onderwerp) dan kausa yang diperbolehkan (eene geoorloofde 
oorzaak), namun menyatukan dalam satu syarat, yaitu perjanjian (kontrak) 
yang dilarang. Pasal 3:40 NBW mengatur batas kebebasan berkontrak 
para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam tiga hal, 
yaitu:21 
1) Larangan untuk membuat suatu perjanjian, apabila 
bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat 
memaksa atau dwingend recht. 
2) Larangan tentang isi perjanjian, artinya isi perjanjian tidak boleh 
bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum. 
3) Daya berlakunya suatu perjanjian yang tidak dibenarkan, misal 








d. Sebab yang Halal22 
Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, 
tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
2. Perjanjian Jual Beli Rumah dengan Sistem Perjanjian 
Pendahuluan Jual Beli (PPJB) 
Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian terus 
meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian di 
perkotaan jauh lebih besar daripada di pedesaan disebabkan oleh jumlah 
penduduk di perkotaan lebih besar daripada jumlah penduduk di 
pedesaan. 
Pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian 
oleh orang per orang dapat dipenuhi melalui pembelian rumah dengan 
sistem pembayaran lunas oleh user dari developer, pembelian rumah 
dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), atau pembelian rumah 
dengan sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB). 
Salah satu cara pembelian rumah oleh orang per orang adalah 
pembelian rumah dengan sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 
(PPJB). Dengan sistem PPJB ini, penyelenggara pembagunan 
perumahan mendapatkan dana pembelian rumah dari pembeli dan 
                                                          
22 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 30-31. 
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pembeli akan mendapatkan kepastian memiliki rumah dengan dana yang 
terbatas. 
Pembelian rumah dengan sistem PPJB dari developer diatur dalam 
Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 2011, yaitu: 
a. Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih 
dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem 
PPJB sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
b. Perjanjian PPJB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 
1) status pemilikan tanah; 
2) hal yang diperjanjikan; 
3) kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; 
4) ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan 
5) keterbangunan perumahan paling sedikit 20% ( dua puluh 
persen). 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem PPJB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 42 ayat (1) UU Perumahan menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan PPJB adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih 
dalam proses pembangunan antara calon user dan penyedia rumah yang 
diketahui oleh pejabat yang berwenang.23 Adapun Pasal 42 ayat (2) huruf 
b UU Perumahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hal yang 
                                                          
23 Lihat Pasal 42 Ayat (1) UU Perumahan. 
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diperjanjikan adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada user, 
yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi 
tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, 
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu 
serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.24 Pasal 42 ayat (2) 
huruf e UU Perumahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) adalah 
hal telah terbangunnya rumah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan.25 
Developer dapat memasarkan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau 
rumah susun yang masih dalam proses pembangunan melalui sistem 
Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau perjanjian pengikatan jual beli. 
Pemasaran rumah tersebut melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, 
kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, 
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu 
serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.26 
Pengertian perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu suatu 
perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana 
suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan 
sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.27 
                                                          
24 Lihat Pasal 42 Ayat (2) huruf b UU Perumahan. 
25 Lihat Pasal 42 Ayat (2) huruf e UU Perumahan. 




Menurut R. Subekti, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah 
perjanjian antara penjual dan pembeli sebelum dilaksanakan jual beli 
dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli 
tersebut, antara lain sertipikat belum ada karena masih dalam proses, 
belum terjadinya pelunasan harga.28 Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 
atau perjanjian pengikatan jual beli merupakan kesepakatan antara 
developer dan calon pembeli akan melakukan jual beli rumah berserta hak 
atas tanahnya.29 Dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau perjanjian 
pengikatan jual beli belum terjadi jual beli rumah beserta hak atas 
tanahnya antara developer dan user. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 
atau perjanjian pengikatan jual beli dibuktikan dengan akta notaris. 
Kewenangan notaris untuk membuat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 
atau perjanjian pengikatan jual beli diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang 
No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena Perjanjian 
Pendahuluan Jual Beli atau perjanjian pengikatan jual beli merupakan 
perjanjian, maka termasuk dalam hukum perikatan yang diatur dalam 
Burgerlijk Wetboek (BW). Jual beli rumah beserta hak atasnya terjadi 
ketika dibuatkan Akta Jual Beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) yang berwenang. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) untuk membuat akta jual beli diatur oleh Pasal 37 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
No.37 Tahun 1998, Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
                                                          
28 R. Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Jakarta: Internusa, hlm. 75. 
29 Urip Santoso, Loc. Cit. 
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Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, dan Pasal 2 Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2006. Dengan 
dibuatnya akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
yang berwenang, maka terjadi pemindahan hak atas tanah berserta 
bangunan rumahnya dari developer kepada user.30 
Secara materiel, jual beli rumah beserta hak atas tanah dapat 
dilakukan apabila developer berhak dan berwenang menjual rumah 
beserta hak atas tanahnya, sedangkan user berwenang membeli dan 
memenuhi syarat sebagai subjek dan hak atas tanah yang menjadi objek 
jual beli. Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau perjanjian 
pengikatan jual beli rumah ini, user memenuhi syarat secara materiel 
untuk melakukan jual beli rumah, akan tetapi ada persyaratan yang tidak 
dipenuhi sehingga jual beli rumah beserta hak atas tanahnya tidak dapat 
dilakukan.31 
 3.  Perjanjian jual beli rumah dengan Sistem Lunas 
Developer membangun perumahan dengan maksud menjual rumah 
yang dibangunnya kepada masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat 
dapat membeli rumah yang dibangun oleh developer. Dalam hal ini terjadi 
jual beli hak atas tanah yang diatasnya didirikan bangunan rumah antara 
developer sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli.32 
                                                          
30 Ibid., hlm. 240. 
31 Ibid. 
32 Ibid., hlm.215. 
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Persyaratan yang harus dipenuhi oleh developer untuk dapat menjual 
rumah yang dibangunnya kepada masyarakat, yaitu developer sudah 
memiliki sertipikat hak atas tanah dan sertipikat hak atas tanah tersebut 
sudah dalam bentuk dipecah-pecah atau sertipikat pecahan sebanyak 
jumlah rumah yang dibangun oleh developer. Kalau developer adalah 
perseorangan warga negara Indonesia, maka harus sudah memiliki 
Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, atau Sertipikat  Hak 
Pakai. Kalau developer adalah Perseroan Terbatas (PT) atau yayasan, 
maka harus sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Sertipikat 
Hak Pakai. Kalau developer adalah Badan Otorita atau Badan Usaha Milik 
Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), maka harus sudah 
memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.33  
Objek jual beli perumahan di sini adalah jual beli hak atas tanah yang di 
atasnya terdapat bangunan rumah. Bangunan rumah tersebut dapat 
berbentuk rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Jenis rumah 
yang diperjualbelikan yaitu rumah komersial, rumah swadaya, atau rumah 
umum. Adapun rumah khusus dan rumah negara tidak dapat 
diperjualbelikan.34 
Pembelian rumah dengan sistem lunas yaitu user membeli rumah yang 
membayar harga rumah secara lunas kepada developer. Harga rumah 
yang dibayar oleh user merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah 





dengan developer. Pembelian rumah dengan sistem lunas merupakan jual 
beli hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah antara 
developer dan user.35 
4.  Perjanjian Jual Beli Rumah dengan Sistem Kredit 
 Rumah yang dibangun oleh developer dapat dijual kepada user 
dengan sistem pembayaran lunas. Tidak setiap orang mempunyai 
kemampuan untuk membeli rumah yang dibangun oleh developer dengan 
sistem pembayaran lunas disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 
ekonomi. Untuk memberikan kesempatan kepada user agar dapat 
memiliki rumah yang dibangun oleh developer dapat ditempuh dengan 
cara pembelian rumah secara kredit melalui Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR).36 
Pengertian kredit disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 
No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu penyediaan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepkatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak-peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pasal 1 angka 4 Naskah 
Perjanjian Kredit Bank Tabungan Negara dinyatakan bahwa Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debitur untuk digunakan membeli rumah dan/atau berikut tanah guna 
                                                          
35 Ibid. 
36 Ibid., hlm.229. 
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dimiliki dan dihuni atau digunakan sendiri. Johannes Ibrahim menyatakan 
bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu bentuk kredit 
consumer yang dikenal pula dengan nama “housing loan” (pinjaman yang 
diberikan untuk pembelian rumah). Pembelian fasilitas ini ditujukan untuk 
user yang membutuhkan rumah digunakan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga atau rumah tangga, tetapi tidak ditujukan untuk kepentingan 
yang bersifat komersial dan tidak memiliki pertambahan nilai barang dan 
jasa dimasyarakat. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang 
diberikan oleh bank kepada debitur yang digunakan untuk pembelian 
rumah beserta hak atas tanahnya yang dibangun oleh developer, dalam 
jangka waktu tertentu debitur mengembalikan kredit (utangnya) kepada 
bank disertai dengan pemberian bunga. Rumah yang dibeli oleh debitur 
menjadi jaminan pelunasan kredit (utang) debitur kepada bank yang 
dibebani Hak Tanggungan.37 
5. Pengertian, Syarat, dan Prosedur Akta Jual Beli (AJB) 
Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen yang membuktikan 
adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada 
pembeli sebagai pemilik baru. Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat 
terang dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) dan harganya telah dibayar lunas. Jika harga jual beli tanah belum 
dibayar lunas, maka pembuatan Akta Jual Beli tanah (AJB) belum dapat 
dilakukan. Dengan demikian langkah pertama sebelum membeli atau 




menjual tanah dan bangunan adalah dengan mendatangi PPAT. Secara 
hukum peralihan hak atas tanah wajib dilakukan melalui PPAT dan tidak 
dapat dilakukan dibawah tangan. Sebelum transaksi jual beli dilakukan, 
PPAT akan memberikan penjelasan mengenai prosedur dan syarat-syarat 
yang perlu dilengkapi baik oleh penjual maupun pembeli. 
 Umumnya langkah pertama yang dilakukan PPAT sebelum 
transaksi dilakukan adalah melakukan pemeriksaan sertifikat hak atas 
tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pemeriksaan tersebut 
PPAT akan meminta asli sertifikat hak atas tanah dan Surat Tanda Terima 
Setoran (STTS) PBB dari penjual. Pemeriksaan sertifikat hak atas tanah 
diperlukan untuk memastikan kesesuaian data teknis dan yuridis antara 
sertifikat tanah dengan Buku Tanah di Kantor Pertanahan. Pemeriksaan 
sertifikat hak atas tanah diperlukan untuk memastikan kesesuaian data 
teknis dan yuridis antara sertifikat tanah dengan Buku Tanah di Kantor 
Pertanahan. Pemeriksaan sertifikat hak atas tanah juga dilakukan PPAT 
untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang terlibat sengketa 
hukum, tidak sedang dijaminkan, atau tidak sedang berada dalam 
penyitaan pihak berwenang. Pemeriksaan Surat Tanda Terima Setoran 
(STTS) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan PPAT untuk memastikan 
bahwa tanah tersebut tidak menunggak pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan.  
 Hal lain yang perlu dipastikan sebelum menandatangani Akta Jual 
Beli (AJB) adalah adanya persetujuan dari suami atau istri penjual dalam 
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hal penjual telah menikah. Dalam suatu perkawinan akan terjadi 
percampuran harta bersama kekayaan masing-masing suami-istri, 
begitupun dengan hak atas tanah. Oleh karena hak atas tanah merupakan 
harta bersama dalam perkawinan, maka penjualannya memerlukan 
persetujuan dari suami atau istri. Persetujuan tersebut dapat diberikan 
dengan cara penandatanganan Surat Persetujuan khusus, suami atau istri 
dari pihak penjual turut menandatangani Akta Jual Beli (AJB). Dalam hal 
suami atau istri penjual telah meninggal, maka keadaan tersebut perlu 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan. 
Dengan meninggalnya suami atau istri, maka anak-anak yang lahir dari 
perkawinan mereka akan hadir sebagai ahli waris dari tanah yang akan 
dijual. Anak-anak tersebut juga wajib memberikan persetujuannya dalam 
Akta Jual Beli (AJB) sebagai ahli waris menggantikan persetujuan dari 
suami atau istri yang meninggal. 
 Selain harga jual beli tanah, komponen biaya lainnya yang perlu 
dikeluarkan baik oleh penjual maupun pembeli adalah Pajak Penghasilan 
(PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak 
Penghasilan wajib dibayar oleh penjual sebesar 5% setelah dikurangi Nilai 
Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Selain pajak, biaya 
lainnya yang perlu dikeluarkan adalah jasa PPAT yang umumnya 
ditanggung bersama oleh Penjual dan Pembeli. 
 Selain penjual dan Pembeli menyerahkan sertifikat tanah, bukti 
setor pajak dan dokumen identitas para pihak serta membayar komponen 
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biaya transaksi, maka Penjual dan Pembeli menghadap ke PPAT untuk 
menandatangani Akta Jual Beli (AJB). Penandatanganan tersebut wajib 
dilakukan di hadapan PPAT dan biasanya disaksikan oleh 2 orang saksi 
yang juga turut menandatangani Akta Jual Beli (AJB). Umumnya kedua 
orang saksi tersebut berasal dari kantor PPAT yang bersangkutan.  
 Setelah penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dilakukan langkah 
berikutnya adalah melakukan balik nama sertifikat dari nama Penjual 
menjadi nama Pembeli. Proses balik nama dilakukan Kantor Pertanahan 
oleh PPAT. Proses balik nama ini bisa berlangsung kurang lebih satu 
sampai tiga bulan. 
Adapun dokumen yang perlu disiapkan oleh Penjual yaitu: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penjual beserta suami/istri. 
2. Fotokopi Kartu Keluarga. 
3. Fotokopi Akta Nikah. 
4. Asli Sertifikat Tanah. 
5. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). 
6. Surat Persetujuan suami/istri (atau bisa juga persetujuan tersebut 
diberikan dalam Akta Jual Beli). 
7. Asli Surat Keterangan Kematian jika suami/istri telah meninggal. 
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris jika suami/istri telah meninggal dan 
ada anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.  
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 Adapun dokumen yang perlu disiapkan oleh Pembeli yaitu: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 
3. Fotokopi Akta Nikah jika sudah menikah. 
4. Fotokopi NPWP. 
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Para pihak dalam perjanjian jual beli rumah ini adalah PT Famika Raya 
selaku developer dan pihak user. 
a. Hak Para Pihak 
Dalam Perjanjian jual beli pihak user memiliki hak atas rumah yang 
telah dibelinya, user juga berhak mendapatkan jaminan untuk dapat 
memiliki barang itu dengan aman dan tentram serta jaminan terhadap 
cacat yang tersembunyi dan sebagainya yang dapat dijadikan alasan 
untuk pembatalan pembelian. User berhak menuntut pembatalan 
pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat 
kelalaian penjual. Adapun sebaliknya,  developer berhak menuntut 
pembayaran harga serta berhak menahan barangnya atau tidak 
menyerahkan kepada user jika user belum membayar harganya. 
b. Kewajiban Para Pihak  
1) Kewajiban User 
 Kewajiban utama user adalah membayar harga pembelian pada 
waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu 
dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran 
33 
 
harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. 
Apabila user tidak membayar harga barang tersebut si developer dapat 
menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya user dapat 
menuntut pembatalan perjanjian jika developer tidak menyerahkan 
barangnya. 
2) Kewajiban Developer 
Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari 
developer terhadap user apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh 
user, yaitu: 
a) Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada user; 
b) Menanggung atau menjamin barang tersebut. 
Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari developer 
kepada user, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud 
utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki 
barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual 
masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata, 
ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh developer terhadap 
barang dijualnya, yaitu:38 
a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan 
tentram; 
b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang 
sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. 
                                                          
38 Lihat Pasal 1491 KUH Perdata. 
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Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan 
penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut 
merupakan kewajiban si developer, sehingga setiap penghukuman untuk 
menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada 
pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak 
ketiga dimilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu 
perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan developer. 
Apabila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual 
tersebut kepada pihak ketiga, si developer diwajibkan untuk 
mengembalikan harga pembelian yang telah dibayar oleh user, kecuali 
jika pada waktu perjanjian jual beli diadakan, user mengetahui tentang 
adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya atau jika 
user menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya. 
Uang pembayaran user yang telah dihukum untuk menyerahkan 
barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga harus dikembalikan 
seutuhnya oleh developer, walaupun barang tersebut telah merosot 
nilainya, kecuali jika user telah mendapat manfaat, developer berhak 
mengurangi uang harga yang dikembalikan kepada user. Sebaliknya 
apabila barang tersebut telah bertambah nilainya pada saat diserahkan 
kepada pihak ketiga karena penghukuman tersebut, si developer wajib 
membayar kepada user apa yang melebihi harga itu sedangkan segala 
biaya yang telah dikeluarkan oleh user untuk pembetulan atau perbaikan 
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yang perlu atas barang tersebut juga wajib dikembalikan kepada user 
(1499 KUH Perdata). 
Walaupun Undang-Undang menentukan kewajiban developer 
sebagaimana disebut di atas, para pihak dapat memperjanjikan lain 
(mengurangi atau memperluas kewajiban tersebut) bahkan dibolehkan 
memperjanjikan bahwa si developer tidak akan menanggung apapun. 
Akan tetapi, pembebasan developer untuk menanggung apapun dalam 
perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap kerugian yang dialami oleh user 
yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh developer, 
dan ketentuan terakhir ini tidak dapat dikesampingkan sehingga setiap 
perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal. 
B. Bukti Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian dan Fungsi Kuitansi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuitansi adalah surat bukti 
penerimaan uang. Adapun, pengertian kuitansi adalah dokumen atau 
surat  yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi 
pembayaran sejumlah uang dari orang yang memberi uang kepada si 
penerima uang dengan dilengkapi beberapa rincian pelengkap lainnya, 
yakni tujuan pembayaran, tanggal dan tempat terjadinya transaksi 
pembayaran tersebut. Kadang-kadang dalam  penandatanganan kuitansi 
diharuskan untuk membubuhkan materai sebagai penguat atau legalitas 
dari kuitansi yang dibuat. Definisi kuitansi yang dikemukakan oleh MR. 
Chr Zevenbergen yang dikutip oleh Emy Pangaribuan yaitu kuitansi 
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adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya 
terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang 
ditentukan di dalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu 
diperlihatkan.39 
Menurut Subekti, kuitansi adalah suatu akte, karena ia sebagai bukti 
dari pelunasan suatu hutang dan ia ditandatangani oleh si berpiutang. 
Dengan menaruh tanda tangannya, seorang dianggap menanggung 
tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akte itu.40 
 Adapun fungsi kuitansi yaitu dapat digunakan sebagai bukti 
transaksi atau penyerahan sejumlah uang. 
2. Pengertian Uang Panjar 
Dalam hukum adat Indonesia istilah panjar dikenal sebagai  perikatan 
panjer. Lalu,  dikenal dengan istilah panjar,  persekot yang terkait dengan  
pembayaran yang berupa uang.41 
Menurut Wirdjono ada kecenderungan bahwa panjar itu diartikan 
sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip saling percaya-
mempercayai antara para pihak.42 Unsur Panjar diartikan sebagai hal 
yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Panjar atau panjer dalam kamus 
hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai 
                                                          
39 Windhalia Sa’pang Tangkeallo, 2010, Tinjauan Yuridis Terhadap Developer yang 
Wanprestasi dalam Jual Beli Rumah, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, hlm. 13.  
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 45. 
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tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi 
dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya, panjar itu tidak 
dapat diminta kembali. Dengan demikian, definisi uang panjar adalah 
sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi 
pembelian. Terkait fungsi uang panjar, tidak terdapat penjelasan yang 
lebih mendalam mengenai hal tersebut. Namun hal ini dapat dilihat dalam 
Pasal 1464 KUHPerdata yang menentukan bahwa “jika pembelian 
dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat 
membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 
mengembalikan uang panjarnya”. Dalam pasal tersebut dapat dilihat 
bahwa panjar berfungsi sebagai bukti awal adanya kesepakatan antara 
kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli atas barang yang 
menjadi objek jual beli tersebut.   
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C.   Wanprestasi dalam Perjanjian 
1. Pengertian Wanprestasi  
Istilah Wanprestasi atau ingkar janji dalam sebuah perjanjian berasal 
dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan 
debitor tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya).43 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang 
dibuat antara kreditor dan debitor. Jika dalam perjanjian mencantumkan 
tenggang waktu pelaksanaan prestasi, debitor dianggap wanprestasi 
setelah melewati tenggang waktu tersebut debitor belum juga 
melaksanakan prestasi.  
Dalam Pasal 1238 KUH Perdata debitor dianggap melakukan 
wanprestasi jika  batas waktu pelaksanan prestasi terlewati. Sebagaimana 
halnya diatur dalam  Pasal 1238 KUH Perdata, ditentukan bahwa:  
“Si berutang dinyatakan lalai  apabila ia dengan surat perintah atau 
dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 
perikatan sendiri. Jika peraturan ini menetapkan bahwa si berutang 
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, perlu 
dilakukan somasi. Somasi adalah teguran dari si berpiutang 
(kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi 
prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara 
keduanya. Somasi timbul disebabkan debitor tidak memenuhi 
prestasinya, sesuai yang diperjanjikan”.44 
 
Adapun bentuk-bentuk somasi berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata 
adalah: 
                                                          
43 Satrio, Op. Cit., hlm. 79. 




a. Surat Perintah 
Surat Perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk    
penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara 
lisan kepada debitor kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal 
ini biasa disebut “exploit jurusita”. 
b. Akta Sejenis 
Sebuah akta dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris. 
yang tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya, sejak pembuatan 
perjanjian, kreditor sudah menentukan saat adanya wanprestasi. 
Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitor 
yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi 
untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah 
tersebut berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, sebaiknya diberikan 
peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak 
diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitor melakukan 
wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal 
termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitor 
mengakui dirinya wanprestasi. 
2.  Bentuk Wanprestasi  
 
Menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang 
debitor dapat berupa empat macam, yaitu sebagai berikut:45 
a. Tidak melalukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 
                                                          
45 Subekti, Op. Cit., hlm. 25. 
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b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikannya; 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  
3.  Akibat Wanprestasi 
Akibat Wanprestasi terhadap keempat hal tersebut, debitor dapat 
dikenakan hukum yang tidak mengenakkan yaitu: 
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor, atau biasa disebut 
dengan ganti rugi; 
b. Pemecahan Perjanjian atau Pembatalan Perjanjian; 
c. Peralihan risiko; 














A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini maka 
berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian dilaksanakan di Kota 
Makassar, yaitu di Perumahan Taman Gosyen Indah Perintis. Alasan 
memilih lokasi di Kota Makassar karena terdapat kasus mengenai 
wanprestasi merujuk pada perjanjian jual beli rumah tinggal Oleh PT 
Famika Raya terhadap pihak user. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 
sekunder. 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan  yang dilakukan 
melalui wawancara dan pembagian Kuesioner kepada beberapa user 
yang telah melakukan perjanjian jual beli terhadap pihak PT Famika 
Raya selaku pihak developer perumahan serta melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan jawaban sah dan 
akurat; 
2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, peraturan 
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perundang-undangan. Maupun sumber tertulis lainnya yang terkait 
dengan objek penelitian. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dengan demikian,  
populasi adalah keseluruhan user di Perumahan Taman Gosyen Indah 
Perintis sebanyak 200 unit rumah yang terdiri atas 3 (tiga) tipe rumah yaitu  
100 unit rumah tipe 36 harga Rp 270.000.000,- , 50 unit rumah tipe rumah 
45 harga Rp 425.000.000,- , dan 50 unit rumah tipe 54 harga Rp 
500.000.000,-. Pada tahun 2010, harga rumah tipe 36 Rp 200.000.000,- 
harga rumah tipe 45 harga Rp 270.000.000,- harga rumah tipe 54 Rp 
310.000.000,- 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling atau 
pengambilan sampel yang dilakukan secara acak berdasarkan ketiga jenis 
tipe rumah yang ditentukan. Adapun sampel yang ditentukan sebanyak 20 
user yang masing-masing mewakili rumah tipe 36 sebanyak 10 orang, 
rumah tipe 45 sebanyak 5 orang, dan rumah tipe 54 sebanyak 5 orang. 
Oleh karena kasus yang dialami oleh user bersifat homogen, maka 




D. Teknik Pengumpulan Data 
     Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan berikut ini. 
1. Penelitian Lapangan, yaitu dilakukan dengan turun langsung ke 
lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan 
permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh data primer. 
Wawancara dilakukan terhadap pihak user dengan  membagikan 
kuesioner kepada 20 (dua puluh) user dan melakukan wawancara 
di Pengadilan Negeri Makassar yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. 
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian dan mengolah 
data terkait dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-
undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang 
berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat 
mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media 
informasi lainnya.  
E. Analisis Data 
Semua data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif, kemudian disajikan dengan cara dideskripsikan. 
Dalam hal ini,  data dianalisis dari informasi yang diperoleh guna 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Mengikat Pembayaran Uang Panjar Oleh Pihak User 
Kepada PT Famika Raya Apabila Pembangunan Dialihkan dari 
Developer lama ke Developer baru 
Sebelum membahas mengenai tanda jadi berupa uang panjar yang 
telah dibayar oleh User, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai posisi 
kasus antara pihak User dengan developer.  
Dalam kasus ini PT Famika Raya selaku developer tidak membuatkan 
PPJB rumah untuk ditandatangani oleh User, yang diberikan oleh 
developer hanyalah berupa brosur. Dalam brosur tersebut dimuat 
berbagai macam informasi tentang tipe rumah, sarana dan prasarana. Hal 
ini terkait dengan masalah brosur yang diberikan oleh PT Famika Raya 
(developer) sehingga user melakukan pembayaran uang panjar, apakah 
pemberian brosur  tersebut dapat dipandang sebagai ikatan suatu 
perjanjian. Mengenai kekuatan mengikat brosur menurut Lambertus 
Limbong yang juga adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
dinyatakan bahwa brosur perumahan merupakan iklan yang didalamnya 
berisi penawaran mengenai perumahan seperti tipe rumah, berbagai 
fasilitas yang dijanjikan oleh developer dengan tujuan menarik minat calon 
pembeli atau user dalam menentukan pilihannya. Namun belumlah dapat 
disebut sebagai suatu ikatan perjanjian antara PT Famika Raya dengan 
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User. Ikatan perjanjian tersebut baru ada apabila diadakan suatu 
perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak.46 
Berdasarkan pendapat hakim tersebut di atas, peneliti menyimpulkan 
bahwa, brosur yang diberikan oleh PT Famika Raya (developer) kepada 
user belum dapat dipandang sebagai ikatan suatu perjanjian. Suatu 
perjanjian antara PT Famika Raya dengan User dapat dikatakan ada 
apabila diadakan suatu perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Dengan kata lain, ketika penawaran yang dilakukan oleh developer 
melalui brosur telah disetujui oleh user sehingga ia melakukan 
pembayaran uang panjar, itu berarti segala informasi yang terdapat dalam 
brosur dapat dianggap sebagai awal akan adanya ikatan suatu perjanjian, 
oleh karena telah didahului dengan adanya kesepakatan yang terjadi 
antara PT Famika Raya (developer) dengan User. Hal tersebut sesuai 
dengan asas konsensualitas yang dianut oleh perjanjian jual beli yang 
artinya perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya 
“sepakat” mengenai barang dan harga. Hal ini dipertegas dalam Pasal 
1458 KUHPerdata yang menentukan bahwa “ Jual beli dianggap sudah 
terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai 
sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan 
maupun harganya belum dibayar”.47 
                                                          
46 Wawancara dengan Lambertus Limbong Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
tanggal 12 Desember 2016. 
47 Lihat Pasal 1458 KUH Perdata. 
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Akan tetapi, dalam jual beli tidak hanya sepakat yang dibutuhkan 
melainkan harus disertai pula dengan adanya penyerahan hak milik atas 
barang yang diperjualbelikan tersebut. Hal ini disebabkan oleh sifat 
perjanjian jual beli adalah bersifat obligatoir yang artinya jual beli itu belum 
memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan 
kewajiban pada kedua belah pihak. Sifat ini dipertegas dalam Pasal 1459 
KUHPerdata, yang mengatur bahwa hak milik atas barang yang dijual 
tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum 
dilakukan. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Miru bahwa berdasarkan 
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/1997/PN. 
Jaksel diputuskan bahwa: “Informasi yang diperoleh konsumen melalui 
brosur dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam 
gugatan konsumen terhadap produsen”.48 
Dikuatkan lagi dengan adanya Keputusan Pengadilan Negeri 
Surabaya Nomor 502/Pdt.G/1991/PN.Sby yang memutuskan bahwa: 
“tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi melalui 
brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen 
dikategorikan wanprestasi, karena brosur dianggap sebagai 
penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur 
tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak 
dinyatakan secara tegas”.49 
                                                          
48 Ratnawati Endang, 2004, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah di Kota Makassar, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 61. 
 
49 Pengadilan Negeri Surabaya, putusan nomor 502/Pdt.G/1991/PN.Sby,hlm.58 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seharusnya brosur 
perumahan yang baik dan ideal adalah brosur yang memuat klaim suatu 
produk (perumahan) di mana klaim tersebut dipertanggungjawabkan 
kebenarannya dan bersifat mengikat. 
Sehubungan dengan dibayarkannya tanda jadi berupa uang panjar 
oleh User kepada developer yaitu pada tanggal 15 Februari 2010 sebesar 
Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya User membayar 
lagi pada tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh 
juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2010 User membayar 
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 24 Maret 
2010 User membayar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 
pada tanggal 5 April 2010, User membayar sebesar Rp 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah), pada tanggal 13 April 2010 User membayar sebesar 
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 30 April 2010 User 
membayar sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 3 
Juni 2010 User membayar lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah), sehingga total uang panjar yang telah dibayar oleh User sebesar 
Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) berarti user dan developer 
telah terikat dalam suatu kesepakatan mengenai isi perjanjian atau syarat-
syarat yang dibuat developer dalam perjanjian atau brosur. Jika salah satu 
pihak lalai atau tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dan merasa 
dirugikan maka pihak yang merasa dirugikan tersebut boleh melakukan 
tuntutan ganti rugi. Terkait dengan kekuatan mengikat antara PT Famika 
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Raya (developer) dengan User sehubungan dengan dibayarkannya uang 
panjar, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1464 KUHperdata yang 
menentukan bahwa jika pembelian dibuat dengan pemberi uang panjar 
tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan 
menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. 
 Pada kasus ini antara user dan developer terkait perjanjian secara 
lisan, dalam hal ini pihak user dan developer melakukan kesepakatan jual 
beli rumah hanya secara lisan dan user memberikan uang panjar kepada 
developer yang dibuktikan dengan adanya kuitansi yang telah diberi 
materai. Ketentuan mengenai materai diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (selanjutnya disebut UU Bea 
Materai). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Bea Materai menentukan 
bahwa: 
a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung 
arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi 
seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.  
b. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
c. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya 
dipergunakan, termasuk pula parap, teraan atau cap tanda tangan atau 
cap parap, teraan cap nama atau lainnya sebagai pengganti tanda tangan. 
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d. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai 
yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen 
yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.50 
Objek yang dikenakan bea materai atas dokumen diatur dalam Pasal 
2 ayat (1) yaitu: 
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan 
untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, 
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. 
b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 
c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk 
rangkap-rangkapnya. 
d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta 
rupiah); 
1) yang menyebutkan penerimaan uang. 
2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam 
rekening di bank; 
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 
4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau 
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 
                                                          
50 Lihat Pasal 1 ayat (2) UU Bea Materai 
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e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga 
nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga 
nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun fungsi dan 
hakikat utama materai adalah sebagai pajak dokumen yang dibebankan 
oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu seperti yang telah diatur 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Materai.51  
Pemberian materai pada suatu perjanjian ataupun kuitansi hanya 
bertujuan untuk pelunasan bea materai yang terutang apabila perjanjian 
atau kuitansi tersebut akan diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, 
sehingga jika dikaitkan dengan kekuatan hukum maka penulis 
berpendapat bahwa apabila perjanjian dibuat hanya oleh kedua belah 
pihak tanpa melibatkan notaris, meskipun telah diberikan materai pada 
perjanjian tersebut maka kekuatan pembuktian hanya sebagai akta di 
bawah tangan. 
Dalam perjanjian secara lisan ini, developer menjanjikan kepada user 
bahwa pembangunan akan selesai pada waktu 6 (enam) bulan sehingga 
pihak user membayar secara rutin setiap bulan kepada developer. Namun 
jangka waktu pembangunan seperti yang dijanjikan developer tidak 
terpenuhi dan malah mengalihkan pembangunan tersebut kepada 
developer baru. 
                                                          
51 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Bea Materai 
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Adapun mengenai peralihan pembangunan dari developer lama ke 
developer baru adalah perumahan tersebut dijual ke developer lain 
dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga semula. Contohnya, rumah 
tipe 45 dengan Panjar Rp 54.000.000,- juta rupiah (lima puluh empat juta 
rupiah) sampai Rp 105.000.000,- juta rupiah (seratus lima juta rupiah) 
pada tujuh 7 tahun yang lalu harganya adalah Rp 270.000.000,- (dua 
ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal ini menimbulkan masalah baru, karena 
user dipaksa membeli rumah tersebut dengan harga Rp 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) oleh developer baru karena developer yang baru 
tentu ingin meraup keuntungan yang sangat jelas merugikan user karena 
Panjar yang ratusan juta tersebut telah diambil oleh developer lama sejak 
7 tahun yang lalu, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap user 
dibebani harga yang jauh lebih mahal dan melanggar kesepakatan harga 
semula. 
User mengalami dilema, jika ia meminta pengembalian uang Panjar 
yang sudah diberikan selama 7 tahun tanpa bunga oleh developer, maka 
jelas user akan dirugikan. Sementara jika User dibebani dengan harga 
baru yang jauh lebih mahal, hal tersebut juga sangat merugikan User 
karena panjar yang ratusan juta tersebut telah diambil sejak 7 tahun lalu. 
Yang membuat masalah ini tidak dapat diselesaikan, karena beberapa 
User nekad meminta pengembalian Panjar walaupun hal tersebut 
merugikan User. Namun ternyata developer tidak mempunyai uang untuk 
mengembalikan uang user  tersebut. Kemudian yang memperburuk situasi 
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adalah developer sulit ditemui. Rumah yang telah dibayar Panjarnya, 
menurut informasi ditawarkan lagi ke user lain sehingga terjadi 
kepemilikan ganda walaupun hal ini belum tentu kebenarannya. 6 bulan 
lalu User menemui ibu direktur PT Famika Raya dan ditawarkan untuk 
pindah dari blok C1 No. 6 ke blok A dengan alasan bahwa tanah pada 
rumah blok A tersebut sudah tidak bermasalah, tetapi user tidak pindah 
dengan 2 alasan, yaitu: 
1. User takut terjadi kepemilikan ganda apabila ia pindah. 
2. User telah memperbaiki pondasi rumah di blok C1 No.6 yang 
telah rapuh. 
 Berdasarkan uraian singkat kasus di atas dapat dilihat bahwa pada 
dasarnya titik permasalahannya terletak pada developer lama yang tidak 
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal. Ini terlihat 
dari keinginan developer lama yang meminta user agar membeli rumah 
kepada developer baru dengan harga yang lebih tinggi namun pihak user 
tidak setuju dan tetap ingin membeli rumah dengan harga sesuai 
perjanjian sebelumnya. Terkait permasalahan ini penulis berpendapat 
bahwa seharusnya perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan 
awal. Jika di kemudian hari terdapat perubahan isi perjanjian di dalamnya 
maka harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika salah satunya 
tidak sepakat maka perubahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini 
jelas diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata yang menentukan 
bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
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kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu”.52 Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa 
meskipun telah terjadi peralihan antara developer lama ke developer baru 
maka developer baru tetap harus menghormati isi perjanjian awal antara 
developer lama dengan user. Adapun isi dari perjanjian secara lisan 
antara developer dan user adalah pihak developer dan user bersepakat 
mengenai nilai dari perjanjian jual beli rumah ini adalah sebesar Rp 
270.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pihak developer 
menjanjikan bahwa pembangunan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan. 
Tidak ada kesepakatan mengenai peralihan pembangunan dari developer 
lama ke developer baru, sehingga dapat dikatakan bahwa uang panjar 
sebagai tanda kesepakatan antara developer lama dengan user tetap 
mengikat developer baru. Apabila developer baru ingin menaikkan harga 
atau ingin mengubah isi perjanjian maka harus berdiskusi terlebih dahulu 
dengan pihak user agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan 
kedua belah pihak. Apalagi dalam situasi ini user sudah dalam posisi yang 
dirugikan akibat perbuatan developer lama. 
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Pihak User kepada PT Famika 
Raya atas Perjanjian Jual beli rumah tinggal di Perumahan Taman 
Gosyen Indah Perintis Kota Makassar 
Permasalahan yang terjadi antara PT Famika Raya dengan User 
bukan yang pertama kali terjadi, berdasarkan hasil wawancara dengan 20 
                                                          
52 Lihat Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata 
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User yang juga mengadakan perjanjian jual beli rumah tinggal dengan PT 
Famika Raya diperoleh data atau fakta sebagai berikut: 
1. User atas nama Ny. Kasmawati: Kasusnya, pada tanggal 20 
Desember 2009, ia membeli rumah tipe 36 dengan panjar sebesar 
Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanpa 
sepengetahuan yang bersangkutan rumah yang terletak diposisi 
belakang dalam keadaan sudah dipondasi telah dialihkan ke orang 
lain; 
2. User atas nama Hady: Kasusnya, pada tanggal 12 Februari 2009, 
ia membeli rumah tipe 36 dengan panjar sebesar Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) namun pembangunan rumah tersebut tidak 
selesai. 
3. User atas nama Daeng Ta ratu: Kasusnya, pada tanggal 19 Mei 
2009, ia membeli rumah tipe 36 dengan panjar sebesar Rp 
55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). User tersebut menunggu 
pembangunan rumah tersebut namun tidak selesai. 
4. User atas nama Usman: Kasusnya, pada tanggal 20 Juni 2009, ia 
membeli rumah tipe 36 dengan panjar sebesar Rp 52.000.000,- 
(lima puluh dua juta rupiah) namun pembangunan rumah tidak 
selesai. 
5. User atas nama Muhtar: Kasusnya, pada tanggal 29 September 
2009, ia membeli rumah tipe 36 dengan membayar tanda jadi 
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun selama 3 bulan 
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user tersebut melihat keadaan rumah tersebut belum dibangun 
pondasinya. Maka ia meminta kembali tanda jadinya yang 
dipotong Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh 
developer. 
6. User atas nama Ny. Asniwati: Kasusnya, pada tanggal 4 Maret 
2010, ia membeli rumah tipe 36 dengan membayar panjar sebesar 
Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Tanpa 
sepengetahuan user, rumah tersebut dijual kembali kepada user 
lain sehingga ia sulit melakukan klarifikasi kepada developer 
karena developer sulit ditemui. 
7. User atas nama Misbahuddin: Kasusnya, pada tanggal 28 Januari 
2010, ia membeli rumah tipe 36 dengan membayar panjar sebesar 
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan harapan rumah 
tersebut akan dibangun secepatnya. Ternyata developer tidak 
memenuhi janjinya. 
8. User atas nama Kaharuddin: Kasusnya, pada tanggal 7 Juli 2009, 
ia membeli rumah tipe 36 dengan membayar panjar Rp 
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Namun sampai saat ini 
pembangunan rumah tersebut berhenti sehingga user meminta 
kembali uang panjar yang telah dibayarkan. 
9. User atas nama Furkan Nain: Kasusnya, pada tanggal 5 Februari 
2009, ia membeli rumah tipe 36 dengan membayar panjar sebesar 
Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah menunggu 
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selama 2 tahun, user tersebut membangun rumah sendiri sesuai 
dengan model yang diinginkan. Tetapi, pembangunan berhenti 
karena user tersebut mengetahui bahwa tanah tersebut belum 
dibayar lunas oleh developer. 
10. User atas nama Hj. Ati: Kasusnya, pada tanggal 2 Januari 2010, ia 
membeli rumah tipe 36 dengan panjar sebesar Rp 35.000.000,- 
(tiga puluh lima juta rupiah). User tersebut meminta kembali uang 
panjarnya karena jalanan kearah perumahan tersebut tiba-tiba 
ditutup dan dibangun sebuah Plaza Tamalanrea diatas jalanan 
tersebut. 
11. User atas nama Nurmiati: Kasusnya, pada tanggal 17 Mei 2009, ia 
membeli rumah tipe 45 dengan panjar sebesar Rp 120.000.000,- 
(seratus dua puluh juta rupiah) namun pembangunan rumah tidak 
selesai. 
12. User atas nama Alamsyah: Kasusnya, pada tanggal 12 Desember 
2009, ia membeli rumah tipe 45 dengan panjar sebesar Rp 
100.000.000,-  (seratus juta rupiah). User tersebut menunggu 
pembangunan rumah selama 2 tahun yang tidak selesai, maka ia 
meminta uang panjarnya kembali setelah mengancam akan 
melapor ke polisi; 
13. User atas nama Bahar yang bekerja di Irian: Kasusnya, pada 
tanggal 1 Januari 2010, ia membeli rumah tipe 45  dengan panjar 
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sebesar Rp 70.000.000,-  (tujuh puluh juta rupiah). Namun 4 tahun 
setelah ia membayar lunas rumah tersebut tidak selesai; 
14. User atas nama Major Bahtiar: Kasusnya, pada tanggal 12 
Februari 2010, ia membeli rumah tipe 45 dengan panjar sebesar 
Rp 50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah) selama 7 tahun rumah 
tersebut tidak selesai. Akhirnya ia membangun sendiri rumah 
tersebut sampai selesai. Kemudian timbul masalah, developer 
tetap meminta User tersebut membayar kredit. Padahal menurut 
user tersebut, harusnya rumah tersebut telah lunas karena ia telah 
melakukan pembangunan rumah dengan panjar Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) adalah untuk membeli tanah sedangkan 
rumahnya ia bangun sendiri; 
15. User atas nama Dr. Asriani Abbas: Kasusnya, pada tanggal 15 
Februari 2010, ia membeli rumah tipe 45 dengan panjar sebesar 
Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan harga rumah 
pada 7 tahun lalu adalah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh 
juta rupiah). Kemudian muncul brosur baru oleh developer yang 
tiba-tiba menaikkan harga rumah tanpa sepengetahuan user 
sehingga user bingung, apakah ia mengikuti harga lama atau 
harga baru.  
16. User atas nama Malik: Kasusnya, pada tanggal 3 Maret 2010, ia 
membeli rumah tipe 54 dengan membayar panjar sebesar Rp 
235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan 
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oleh pihak marketing PT Famika Raya bahwa pembangunan 
rumah akan selesai setelah 6 bulan. Namun, sampai saat ini 
rumah tersebut belum dibangun; 
17. User atas nama Yuli: Kasusnya, pada tanggal 1 Mei 2010, ia 
membeli rumah tipe 54 dengan membayar panjar sebesar Rp 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sampai saat ini 
pembangunan rumah tidak selesai; 
18. User atas nama Syamsul Bahri: Kasusnya, pada tanggal 22 April 
2010, ia membeli rumah tipe 54 dengan panjar sebesar Rp 
210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun sampai saat 
ini pembangunan rumah tidak selesai; 
19. User atas nama Nasibah: Kasusnya, pada tanggal 13 Januari 
2010, ia membeli rumah tipe 54 dengan panjar sebesar 
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun 
pembangunan rumah tidak selesai; 
20. User atas nama Syamsuddin: Kasusnya, pada tanggal 2 Agustus 
2010, ia membeli rumah tipe 54 dengan panjar sebesar Rp 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun pembangunan rumah 
tidak selesai. 
Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli 
jika hanya menggunakan kuitansi tanpa adanya pendahuluan pengikatan 
jual beli, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu kekuatan hukum dari 
kuitansi sebagai bukti pembayaran. 
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Debitor yang telah melakukan pembayaran, pada umumnya harus 
dapat membuktikan tentang pelunasan pembayaran, terutama apabila 
terjadi perselisihan antara debitor dengan kreditor di kemudian hari. Oleh 
karena itu, debitor selalu mengharapkan dari kreditor adanya alat bukti 
pembayaran atau yang lazim disebut kuitansi tanda penerimaan. Bertitik 
tolak dari ketentuan undang-undang, boleh dikatakan tidak ada aturan 
yang mengatur secara khusus mengenai alat bukti pembayaran, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa, kreditor tidak wajib memberi alat bukti 
pembayaran. 
Tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai alat 
bukti pembayaran, oleh karenanya seolah-olah tidak ada kewajiban bagi 
kreditor untuk mengeluarkannya. Tetapi, dalam praktiknya pembuktian 
peristiwa pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan menunjukkan 
adanya kuitansi, bagi undang-undang, kuitansi bukan syarat mutlak 
apalagi satu-satunya alat bukti. Jadi dengan kuitansi dimaksudkan suatu 
tulisan yang berisi pengakuan dari si pembuat, akan adanya peristiwa 
pembayaran sejumlah uang tertentu, dengan konsekuensinya, bahwa 
debitor juga tidak berhak menuntut isi kuitansi lain selain peristiwa seperti 
itu. 
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tidak ada ketentuan 
undang-undang yang dengan tegas mengatakan, bahwa debitor berhak 
untuk menuntut pemberian kuitansi dari kreditor atas pembayaran yang 
dilakukan oleh debitor. Namun, karena surat seperti itu akan sangat 
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membantu menghindarkan sengketa yang berkepanjangan, maka orang 
berusaha memberikan dasar kebiasaan untuk tuntutan seperti itu dari 
pihak debitor. Dasar kebiasaan ini telah merupakan ketentuan hukum 
yang mengikat sesuai dengan penegasan Pasal 1339 KUHPerdata yakni 
kebiasaan dianggap mengikat bagi para pihak dalam perjanjian. Demikian 
juga Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yakni persetujuan harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik. Apabila ketentuan-ketentuan di atas 
dihubungkan dengan kenyataan yang terdapat dalam lalu lintas pergaulan 
masyarakat, jelas telah terdapat kebiasaan yang telah menjadi norma 
hukum yang mewajibkan kreditor untuk memberi alat bukti pembayaran. 
Konsekuensinya, jika untuk pembayaran tertentu, diakui ada kebiasaan 
untuk memberikan kuitansi, maka debitor berhak menolak untuk 
membayar jika kreditor tidak memberikan kuitansi pembayaran itu. 
Oleh karena, pemberian alat bukti pembayaran adalah merupakan 
kewajiban hukum yang dibebankan kepada kreditor. Kreditor tidak dapat 
menolak untuk memberi alat bukti pembayaran lunas. Apabila kreditor 
menolak memberikannya, maka kreditor telah ingkar memberi bantuan 
penyelesaian perjanjian. Kreditor yang menolak tersebut berada dalam 
keadaan “mora creditors” (kreditor yang lalai). Akibatnya debitor berhak 
menolak melakukan pemenuhan prestasi dengan alasan kreditor sendiri 
ingkar memberi bantuan penyelesaian perjanjian. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 
wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Lambertus 
Limbong dinyatakan bahwa: 
“Memang benar bahwa alat bukti kuitansi itu hanya berupa bukti 
pembayaran dimana dituliskan mengenai keterangan untuk apa 
adanya peristiwa pembayaran sejumlah uang tertentu, dan itu berarti 
telah mengikat para pihak dan dapat memberikan perlindungan 
hukum terhadap pemberi atau user ketika terjadi permasalahan 
hukum”. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kuitansi 
merupakan alat bukti pembayaran di mana dituliskan mengenai 
keterangan untuk apa adanya peristiwa pembayaran sejumlah uang 
tersebut, dan ketika pembayaran tersebut dilakukan oleh user artinya 
sebelumnya telah ada kesepakatan yang telah mengikat para pihak. 
Kuitansi bukan merupakan ikatan sepihak di bawah tangan. Sehingga 
kuitansi yang diberikan oleh developer tersebut dapat menjadi bukti yang 
menguatkan ketika terjadi permasalahan hukum. 
Pada umumnya, ketika terjadi transaksi antara user dan developer 
akan tercermin dalam penandatanganan PPJB. Hal tersebut biasanya 
dilakukan sebelum melakukan pembayaran tanda jadi berupa uang 
panjar. Draf perjanjian pengikatan jual beli tersebut disiapkan oleh 
developer dan penandatanganannya hanya dua (2) pihak yaitu antara 
pembeli/ user dan penjual/ developer, yang berarti perjanjian tersebut di 
bawah tangan, sehingga cukup melemahkan posisi user dalam aspek 
hukum. PPJB merupakan instrumen penting yang mampu memberikan 
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perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi dalam hal ini user 
dan developer, dimana untuk memperoleh ketentuan hukum tersebut 
PPJB seharusnya dibuat di hadapan seorang pejabat Notaris sehingga 
unsur objektivitas hukumnya dapat lebih diandalkan. Akan tetapi, dalam 
kasus ini antara pihak PT Famika Raya (developer) dan User tidak 
terdapat penandatanganan PPJB. Tidak ada alasan mengapa pihak PT 
Famika Raya saat itu hanya memberikan brosur kepada user dan tidak 
membuatkan PPJB. Oleh karena rasa percaya dan ketertarikan User ini 
tanpa mengetahui prosedur sebenarnya ia melakukan pembayaran tanda 
jadi berupa uang panjar pada tanggal 15 Februari 2010 kepada pihak PT 
Famika Raya (developer) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
dan selanjutnya membayar lagi selama 7 (tujuh) kali setiap bulannya 
sehingga total uang yang telah dibayarkan ke developer lama sebesar 
Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). 
Dalam PPJB telah dituangkan berbagai syarat peralihan, pemilikan 
cara-cara pembayaran maupun mengenai hak dan kewajiban antara 
developer dengan user. Bahkan, PPJB merupakan dokumen yang 
pertama atau dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum 
antara developer dan user, dimana developer mengikatkan diri untuk 
menjual rumah kepada user dengan kewajiban membayar harga jual beli 
rumah dalam bentuk uang panjar dan sisanya diselesaikan dengan 
angsuran dari fasilitas kredit pemilikan rumah. 
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Berkaitan dengan objek yaitu rumah yang baru akan ada tetapi sudah 
diperjanjikan dapat dikategorikan masuk dalam perjanjian sesuai dengan 
Pasal 1334 KUHperdata yang mengatur bahwa barang-barang yang baru 
akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika 
dilarang oleh undang-undang secara tegas. Dalam kasus PT Famika 
Raya ini telah melakukan perjanjian dengan user dan objek rumah yang 
diperjanjikan dengan user belum ada, telah memenuhi syarat sahnya 
perjanjian jual beli yakni adanya sepakat para pihak. Para pihak harus 
tunduk terhadap perjanjian yang telah disepakati. Jika ada pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati 
bersama, maka salah satu pihak baik developer maupun user dapat 
dituntut dengan wanprestasi. Seperti, developer yang telah mengubah site 
plan rumah tidak lagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan 
user dan hal tersebut telah merugikan user karena berpengaruh terhadap 
harga rumah. 
Berkaitan dengan pengalihan hak atas rumah/bangunan yang 
diperjualbelikan telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat No:09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Juni 1995 pada bagian VIII 
tentang pengalihan hak mensyaratkan bahwa selama belum 
dilaksanakannya jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak Penjual, pihak Pembeli dibenarkan untuk 
mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan Rumah kepada pihak ketiga. 
Demikian pula sebaliknya berlaku bagi Pihak Penjual. Dalam hal Penjual 
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dapat menyetujui secara tertulis kepada Pembeli untuk mengalihkan hak 
atas Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga, maka Pembeli dikenakan 
biaya administrasi sebesar 2 ½% (dua setelah persen) dari harga jual 
pada transaksi yang berlangsung kepada penjual. 
Menurut penulis, aturan di atas tidak memberikan perlindungan hukum 
dan kepastian hukum bagi user karena user dalam hal ini menderita 
kerugian, di mana user akan kehilangan haknya untuk memiliki tanah dan 
bangunan rumah tersebut padahal user telah melaksanakan sebagian 
prestasinya yaitu melakukan pembayaran tanda jadi berupa uang panjar. 
Bahkan hanya user yang dikenakan biaya administrasi apabila 
mengalihkan hak atas tanah dan bangunan rumah kepada pihak ketiga, 
sedangkan apabila developer yang melakukan pengalihan tersebut 
tidaklah mendapat sanksi/ hukuman yang tegas berupa ganti kerugian 
yang harus diberikan kepada user. Seperti dalam kasus ini PT Famika 
Raya (developer) mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan kepada 
pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak user. Sehingga membuat pihak 
developer dapat digugat dengan alasan wanprestasi. 
Terkait wanprestasi yang dilakukan developer ini, user dapat 
mengajukan gugatan atas tindakan developer tersebut ke Pengadilan 
Negeri Makassar. Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu dengan 
melakukan wawancara dengan pihak user dan wawancara di Pengadilan 
Negeri Makassar, didapatkan data bahwa terdapat 10 orang user tidak 
melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan 
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Negeri Makassar, dan terdapat 5 orang user yang mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan-alasan dari user sehingga 
tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 
hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut: 
1. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Dr. Asriani 
Abbas, berprofesi sebagai Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Hasanuddin pada tanggal 1 Desember 2016. User mengatakan 
bahwa ia mengharapkan adanya iktikad baik dari developer untuk 
menyelesaikan pembangunan perumahan tersebut. 
2. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Ny. Kasmawati, 
sebagai Ibu rumah tangga pada tanggal 3 Desember 2016. User 
mengatakan bahwa jika ia menggugat developer ke Pengadilan 
Negeri maka pihak developer dijatuhi sanksi berupa penjara. Dengan 
demikian, pihak developer terlepas dari kewajibannya untuk 
membangun perumahan. 
3. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Major Bahtiar, 
berprofesi sebagai Polisi di Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 4 
Desember 2016. User mengatakan bahwa pihak developer selalu 
memberikan janji bahwa tanah sedang dalam proses pengurusan 
Nomor Induk Bidang (NIB). 
4. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Furkan Nain, 
berprofesi sebagai Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat di 
Universitas Hasanuddin pada tanggal 4 Desember 2016. User 
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mengatakan bahwa ia tidak mengetahui status perumahan yang telah 
dibelinya bermasalah sehingga tidak pernah berniat untuk melaporkan 
pihak developer ke Pengadilan Negeri. 
5. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Bahar, berprofesi 
sebagai pegawai PT Freeport Indonesia pada tanggal 8 Desember 
2016. User mengatakan bahwa ia yang berada di luar Kota Makassar, 
yakni dari Irian Jaya  tidak membeli rumah secara langsung kepada 
pihak developer tetapi diwakili oleh keluarganya yang berdomisili di 
Kota Makassar. Selama ini, user yang berada di luar kota tidak 
menganggap rumah yang dibelinya bermasalah karena jika ia 
bertanya kepada pihak keluarga yang mewakilinya, jawabannya 
adalah tidak ada masalah. 
6. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Muhtar, 
berprofesi sebagai pegawai di RS. Labuang Baji Makassar pada 
tanggal 12 Desember 2016. User mengatakan bahwa ia menjadikan 
rumah yang dibelinya hanya sebagai aset atau tidak ingin segera 
menempati rumah tersebut.  
7. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Hj. Ati, berprofesi 
sebagai Pengusaha di Kota Soppeng pada tanggal 15 Desember 
2016. User mengatakan bahwa jika ia melapor akan menimbulkan 
proses yang panjang dan melelahkan. 
8. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Hady, berprofesi 
sebagai Wiraswasta pada tanggal 24 Desember 2016. User  
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mengatakan bahwa ia tidak mengetahui prosedur pelaporan terkait 
dengan masalah jual beli rumah tinggal khususnya di Perumahan 
Taman Gosyen Indah Perintis Kota Makassar. 
9. Telah dilakukan wawancara dengan user atas Usman, berprofesi 
sebagai Pegawai Bank BCA Cabang Tello Kota Makassar pada 
tanggal 24 Desember 2016. User mengatakan bahwa rumah di 
perumahan tersebut termasuk murah jika dibandingkan dengan 
perumahan lain di Kota Makassar sehingga ia masih tetap berharap 
memiliki rumah tersebut.  
10. Telah dilakukan wawancara dengan user atas nama Asniwati, 
berprofesi sebagai Karyawan PT Semen Tonasa pada tanggal 26 
Desember 2016. User berharap uang panjarnya masih dapat 
dikembalikan, jika ia melapor maka uang panjar tersebut susah 
dikembalikan oleh developer. 
Meskipun banyak dari user yang dirugikan namun tidak mengajukan 
gugatan dengan alasan masih percaya dengan developer tersebut hingga 
alasan ingin menghindari proses peradilan yang rumit dan lama, ternyata 
masih terdapat beberapa user yang ingin mencari keadilan atas kerugian 
yang dialaminya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Makassar. Berdasarkan hasil penelitian penulis, didapatkan data bahwa 5 
(lima) orang user mengajukan gugatan atas wanprestasi yang dilakukan 
oleh PT Famika Raya. Adapun gugatan diajukan dalam satu gugatan 
dengan 5 (lima) orang Penggugat. Penggugat tersebut yakni Wonofrida 
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Sago Palalunan sebagai Penggugat 1, Drs. G.T. Mada sebagai penggugat 
2, Maria Plagia Tarappa sebagai Penggugat 3, Drs. Ignatius Poringan 
Kadang sebagai Penggugat 4 dan Elisabeth Gina sebagai Penggugat 5. 
Gugatan tersebut diajukan oleh para penggugat pada tanggal 19 
Oktober 2015. Adapun isi petitum dalam gugatan Para Penggugat 
adalah:53 
1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan: 
a) Objek sengketa I adalah milik penggugat in casu Wonofrida 
Sago Palalunan; 
b) Objek sengketa II dan objek sengketa III adalah milik 
penggugat II in casu Drs. G.T. Mada; 
c) Objek sengketa IV adalah milik penggugat III in casu Maria 
Plagia Tarappa; 
d) Objek sengketa V adalah milik penggugat IV in casu Drs. 
Ignatius Poringan Kadang; dan 
e) Objek sengketa VI adalah milik penggugat V in casu Elisabeth 
Gina; 
3. Menyatakan perbuatan tergugat menguasai objek sengketa dengan 
segala aktivitas yang dilakukan di atas objek sengketa, tanpa dasar 
dan alas hak yang jelas adalah perbuatan melawan hukum. 
4. Menyatakan semua yang terbit atas nama tergugat atau siapa saja 
yang memeroleh hak dari tergugat atau yang berkaitan dengan 
tergugat atas objek sengketa adalah cacat yuridis dan oleh sebab itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
5. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang memeroleh hak 
dari padanya untuk segera kembali menyerahkan objek sengketa 
dalam keadaan kosong utuh dan sempurna kepada para tergugat 
selaku pemilik yang sah sesuai haknya masing-masing, tanpa beban 
apapun dan tanpa syarat. 
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan 
oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Makassar. 
                                                          
53 http:// sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 23 Mei 2017. 
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7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang 
timbul dalam perkara ini.   
Dalam kasus ini, Para Tergugat dalam hal ini PT Famika Raya 
mengajukan Eksepsi terhadap surat gugatan yang diajukan Para 
Penggugat. Adapun putusan akhir pada kasus ini dengan nomor perkara 
302/Pdt. G/2015/PN.Mks yang diputuskan pada tanggal 11 Oktober 2016 
yaitu:54 
Dalam Eksepsi 
Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat 
Dalam Pokok Perkara 
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 
Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul 
dari perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.446.000,- 
(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). 
Terhadap putusan ini, Para Penggugat merasa tidak puas sehingga 
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang diajukan pada 
tanggal 24 Oktober 2016. 
Melihat uraian penjelasan di atas penulis menilai bahwa kelima orang 
penggugat tersebut sudah melakukan langkah yang tepat dengan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar atas kasus 




wanprestasi yang diduga dilakukan oleh Pihak PT Famika Raya, karena 
permasalahan wanprestasi tersebut merupakan kompetensi dari 
Pengadilan Negeri Makassar. Adapun gugatan dari Para Penggugat 
tersebut tidak dapat diterima karena hakim memiliki pertimbangan-
pertimbangan lain sehingga menerima eksepsi dari pihak Terggugat, 
dalam hal ini PT Famika Raya. Namun putusan Pengadilan Negeri 
bukanlah putusan akhir yang bersifat final dan mengikat. Para Penggugat 
yang merasa sangat dirugikan masih memiliki upaya hukum lain berupa 
















1. Kekuatan mengikat uang panjar apabila pembangunan dialihkan dari 
developer lama ke developer baru yaitu tetap mengikat developer 
baru karena pada posisi ini developer baru hanya menggantikan 
developer lama tanpa adanya perubahan isi perjanjian. Sehingga 
perjanjian awal antara developer lama dan user tetap berlaku bagi 
developer baru. 
2. Perlindungan hukum bagi user atas tindakan developer lama yaitu 
user dapat melaporkan tindakan tersebut dengan mengajukan ke 
Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan data diperoleh bahwa 
terhadap kasus wanprestasi antara user dengan PT Famika Raya 
selaku developer, terdapat 10 (sepuluh) user yang tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dan 5 (lima) orang user 
yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Saran 
1. Developer seharusnya melaksanakan pembangunan perumahan 
sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kepada user. Jika 
developer tidak mampu menyelesaikan pembangunan, maka 
developer harus berdiskusi terlebih dahulu terhadap user sebelum 
pembangunan tersebut diambil alih oleh developer baru. 
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2. User seharusnya menggugat ke Pengadilan Negeri agar 
mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian kasus yang 
seadil-adilnya baik bagi pihak user maupun developer serta lebih 
berhati-hati dalam melakukan jual beli rumah tinggal terhadap 
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